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BANDUNG - Menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-
XXIII/2025, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH., Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran dan Universitas Pasundan, menyampaikan pandangan
akademik dari aspek hukum internasional, ketatanegaraan, dan ilmu perundang-
undangan. Ia menegaskan bahwa penafsiran terhadap tugas dan fungsi Polri
harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial.

Prof. Pantja menjelaskan bahwa dalam hukum internasional, Tentara
(combatant) dan Polisi (non-combatant) memiliki perbedaan mendasar. Polisi
merupakan aparat sipil yang dipersenjatai untuk penegakan hukum, bukan untuk
berperang. Karena itu, keberadaan Polri di tengah masyarakat adalah untuk
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menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi, dan melayani
masyarakat.

Menurut Prof. Pantja, legitimasi konstitusional Polri ditegaskan dalam Pasal 30
ayat (4) UUD 1945 dan dijabarkan dalam UU No. 2 Tahun 2002. Salah satu
tugas Polri yang sangat jelas, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat,
termasuk melalui penempatan anggota Polri pada jabatan tertentu di
kementerian, lembaga, maupun badan yang memiliki fungsi pelayanan publik
atau penegakan hukum.

Lebih lanjut, Prof. Pantja mengingatkan bahwa Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun
2002 tidak dapat ditafsirkan secara terpisah. Penafsiran norma harus dikaitkan
dengan Pasal 14 ayat (1) huruf k dan keseluruhan sistem norma dalam UU Polri.
Menurutnya, menafsirkan pasal tersebut secara parsial justru menyimpangi
prinsip dasar ilmu perundang-undangan. Ia menilai isu ini merupakan persoalan
implementasi norma, bukan semata pengujian konstitusionalitas.

Terakhir Prof. Pantja menegaskan bahwa pemahaman terhadap tugas, fungsi,
dan kewenangan Polri harus dilakukan secara menyeluruh dengan
mempertimbangkan prinsip hukum internasional, konstitusi, dan sistem peraturan
perundang- undangan nasional.


